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Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. 
Pencemaran Lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No 32 tahun 
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 14 yaitu 
Pencemaran lingkungan hidup. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat 
pencemaran lingkungan khususnya dalam  pencemaran udara lahirlah sebuah peraturan 
internasional yang dengan yakni Deklarasi Rio pada tahun 1992. Dimana deklarasi ini 
melahirkan 10 prinsip yang dimana salah satunya adalah  prinsip Cost Internalization. 
Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip pencemar membayar yang terdapat dalam pasal 16 
Deklarasi Rio.Prinsip ini lahir untuk mendukung terwujudnya pembangunan 
berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu 
pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan 
menghubungan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian dapat disimpulkan 
Peranan negara dalam penerapan prinsip Cost internalization dalam rangka mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana peranan negara 
dalam menerapkan prinsip Cost Internalization dalam rangka mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia. 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahan dalam 
rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitarnya. Berdasrkan 
penelitian penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa. 1). Pemerintah sudah menerapkan 
sepenuhnya prinsip Cost internalization kedalam hukum nasional hal ini dapat dilihat 
dalam undang-undang No 32 tahun 2009 dimana pasal 43 yang mengatur tentang 
instrumen ekonomi Lingkungan Hidup. 2). Perusahan dalam hal ini PT. Lembah karet 
telah menerapkan sesuai dengan peraturan internasional dan hukum positif yang berlaku. 
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